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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat. Aman, 

lancar, tertib dan teratur serta mampu memadukan transportasi lainnya, 

menjangkau pelosok berbagai wilayah di daratan. Hal ini sesuai dengan 

fungsi dan tugas dari lalu lintas dan angkutan jalan yang salah satu nya 

yaitu pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan pelanggaran lalu 

lintas dan angkutan jalan. Masyarakat sangat bergantung pada sarana 

trasnportasi darat yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan 

jalan.1 

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan fungsi kendaraan 

yang dahulu hanya alat transportasi sekarang berfungsi ganda sebagai 

pendukung penampilan pemiliknya. Terkadang tampilan asli kendaraan 

yang tidak memuaskan membuat pemilik merasa perlu untuk 

memodifikasi dan mendandani kendaraannya. Anak-anak muda terutama 

yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan 

bermotor dan klub. 

 

 

 

1Kusmagi M.A, Selamat Berkendara Di Jalan Raya, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 

12. 
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Klub motor dan klub mobil baik re$smi maupun yang tidak re$smi biasanya 

me$lakukan prose$s modifikasi de$ngan pe$ngaplikasian kompone$n- kompone$n 

variasi. Modifikasi ke$ndaraan ini juga tidak te$rle$pas dari me$modifikasi plat 

nomor ke$ndaraan yang tidak se$suai de$ngan standar nasional Indone$sia se$rta 

modifikasi plat nomor ke$ndaraan ini juga dimanfaatkan bagi pihak-pihak 

yang me$lakukan tindak pidana de$ngan cara me$malsukan nya untuk 

me$nghindari tilang dari pihak ke$polisian.2 

 

KORPS Lalu Lintas Ke$polisian Re$publik Indone$sia (KORLANTAS 

POLRI) te$lah me$ne$rbitkan 1,77 juta bukti pe$langgaran lalu lintas hingga 

Oktobe$r 2021. Dari jumlah itu, se$banyak 793.821 tilang atau 44,89% 

me$rupakan pe$langgaran ringan. Se$banyak 746.153 tilang atau 42,22% 

me$rupakan pe$langgaran be$rat. Ke$mudian, 227.819 tilang atau 12,89% 

me$rupakan pe$langgaran se$dang. Se$banyak 19,3 juta pe$langgaran lalu lintas 

yang te$re$kam E $le$ctronic Traffic Law E$nforce$me$nt (E $TLE$) pada tahun 2021. 

Dari jumlah pe$langgaran te$rse$but, se$banyak 66,5% pe$laku te$lah 

me$mbayarkan de$nda. Sisanya 33,5 % ke$ndaraan masih te$rblokir Surat 

Tanda Nomor Ke$ndaraan (STNK) dan pe$langgaran plat nomor palsu.3 

 

 

2Ime$lda,”Pe$ne$gakan Hukum Pidana Te$rhadap Pe$malsuan Plat Nomor ke$ndaraan Pada 

Pe$me$riksaan Ke$ndaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Ole$h Satuan Lalu Lintas Polisi Re$sor Kota 
Pe$kanbaru Be$rdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Te$ntang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan”, JOM Fakultas Hukum, Volume$ III Nomor 2, Oktobe$r 2016 , hlm 7. 

https://me$dia.ne$liti.com/me$dia/publications/185257-ID-pe$ne$gakan-hukum-pidana-te$rhadap- 

pe$malsua.pdf diakse$s Pada 27 Agustus 2022, Pukul 15.30 WIB. 
3 E$lin Sadar Wasih, “Imple$me$ntasi Data Mining Pada Data Pe$langgaran Lalu Lintas di 

Lampung Utara Me$nggunakan Algoritma K-Me$ans (Studi Kasus Ke$jaksaan Ne$ge$ri Lampung Utara) 

“,  E$SCAF  Unive$rsitas  Bina  Insan,  Vol  1  No  1,  2022,  hlm  1260. 

http://e$prints.umpo.ac.id/9016/3/BAB%201.pdf diakse$s Pada 27 Agustus 2022, Pukul 15.50 WIB. 

http://eprints.umpo.ac.id/9016/3/BAB%201.pdf
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De$ngan de$mikian bahwa masih banyak pe$nge$ndara yang tidak taat dan 

bahkan me$langgar pe$raturan-pe$raturan yang te$lah dibuat dan masih banyak 

masyarakat yang me$nggunakan plat nomor ke$ndaraan palsu, akibatnya 

timbul be$rbagai macam tindak ke$jahatan de$ngan me$nggunakan plat nomor 

ke$ndaraan palsu se$pe$rti untuk me$nghindari tilang ole$h aparat ke$polisian.4 

Motif-motif te$rjadinya pe$malsuan Tanda Plat Nomor Ke$ndaraan 

adalah se$bagai be$rikut:5 

1) Modifikasi ke$ndaraan be$rmotor yang me$ngganggap standart 

pabrik tidak me$narik se$hingga me$malsukam plat nomor 

ke$ndaraan dan me$mbuat nomor ke$ndaraan ganda; 

2) Untuk me$nghindari pe$nye$lidikan dan tilang dari aparat 

pe$ne$gak hukum, para pe$laku tindak pidana pe$ncurian atau 

pe$ngge$lapan me$nggunakan motif de$ngan me$malsukan plat 

nomor ke$ndaraan; 

3) Motif masyarakat yang ingin me$ningkatkan life$ style$ de$ngan 

me$nggunakan plat nomor palsu. 

Kasus pe$langgaran de$ngan me$ngganti nomor ke$ndaraan asli de$ngan 

Nomor ke$ndaraan tidak re$smi bukan me$rupakan kasus baru, akan te$tapi 

hingga saat ini pe$laku pe$langgaran yang me$nggunakan Nomor ke$ndaraan 

 

 

4 Afita Chindi Oe$liga Y, “Pe$ne$gakan Hukum Te$rhadap Tindak Pidana Pe$malsuan Tanda 

Nomor Ke$ndaraan Be$rmotor (TNKB)”, DATIN LAW JURNAL Vol 2 No 1, 2021, hlm 6. 
http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v2i1.565 diakse$s Pada 27 Agustus 2022, Pukul 16.15 WIB. 

5 Chazawi Adam. Ke$jahatan Me$nge$nai Pe$malsuan. (Jakarta : Raja Grafindo Pe$rsada, 2000) 

,hlm 10. 

http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v2i1.565
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palsu masih sangat banyak dijumpai. Pihak ke$polisian sudah se$ring 

me$lakukan razia atau pe$me$riksaan dan pidana de$nda dike$nakan pada 

pe$langgar-pe$langgar hukum yang me$ngunakan nomor ke$ndaraan palsu, 

namun hal te$rse$but se$olah tidak me$mbuat je$ra para pe$ngguna plat nomor 

ke$ndaraan palsu. 

Pe$mbuatan plat nomor ole$h ke$polisian me$nggunakan alat be$rupa 

me$sin yang mana angkanya di ce$tak me$lalui kompute$r. Plat ke$ndaraan yang 

be$rasal dari Samsat yang dibe$rikan ke$pada se$tiap pe$nge$ndara me$miliki 

be$ntuk dan ukuran yang sama. Para konsume$n banyak yang tidak me$nyukai 

de$ngan be$ntuk yang dite$tapkan ole$h ke$polisian, se$hingga me$re$ka me$ngubah 

be$ntuk dari plat itu se$ndiri. Kini ke$inginan konsume$n te$rse$but sudah bisa 

diakomodir ole$h pe$laku usaha, de$ngan pe$rke$mbangan te$knologi yang 

se$makin canggih. Banyak kios-kios yang me$layani jasa pe$mole$san plat yang 

banyak diminati ole$h konsume$n kare$na kurang me$nyukai de$sain plat 

ke$ndaraan dari ke$polisian.6 

Praktik usaha pe$mbuatan plat nomor ke$ndaraan ole$h pe$laku usaha 

sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan. Prose$s pe$mbuatan nomor 

ke$ndaraan palsu juga dilakukan se$ke$tika ole$h pe$laku usaha se$hingga prose$s 

pe$mbuatan Nomor ke$ndaraan palsu sangat ce$pat. Harga nomor ke$ndaraan 

palsu yang murah dan prose$s pe$mbuatannya yang ce$pat, me$mbuat banyak 

modifikator ke$ndaraan me$milih me $ngganti plat asli de$ngan fibe$r atau 

plastik. Ke$tidaktahuan dan ke$tidakpe$dulian se$golongan masyarakat 

 

6Ibid.,hlm 7. 
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te$rhadap adanya hukum yang be$rlaku me$ngatur pe$mbuatan plat nomor 

ke$ndaraan inilah yang ke$mudian dimanfaatkan ole$h para oknum pe$laku 

usaha se$bagai pe$luang dan ke$se$mpatan untuk me$mbe$rikan solusi ce$pat dan 

praktis ke$pada pe$ngguna ke$ndaraan be$rmotor dalam pe$mbuatan plat nomor 

ke$ndaraan.7 

Pe$ne$rtiban pe$nggunaan plat nomor ke$ndaraan yang tidak re$smi yang 

dilakukan ole$h pihak Ke$polisian te$rse$but se$suai de$ngan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 te$ntang Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia yang 

me$ngatur me$nge$nai tugas dan we$we$nang Polisi. Didalam Pasal 14 ayat (1) 

butir b dise$butkan bahwa : 8 

Me$nye$le$nggarakan se$gala ke$giatan dalam me$njamin ke$amanan, 

ke$te$rtiban, dan ke$lancaran lalu lintas di jalan. 

Nomor ke$ndaraan palsu adalah nomor ke$ndaraan yang tidak se$suai 

de$ngan se$bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Lalu 

Lintas dan angkutan Jalan (UULLAJ). Dalam Pasal 280 Undang-Undang 

Lalu Lintas dan angkutan Jalan te$lah diatur sanksi bagi orang yang 

me$nge$ndarai ke$ndaraan tanpa me$nggunakan tanda nomor ke$ndaraan re$smi 

dari ke$polisian , me$nye$butkan: 

Se$tiap orang yang me$nge$mudikan Ke$ndaraan Be$rmotor di Jalan 

yang tidak dipasangi Tanda Nomor Ke$ndaraan Be$rmotor yang 

dite$tapkan ole$h Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia 

se$bagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana 

nde$ngan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau de$nda 

paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 
 

 

7Tjahjono Tri, Analisis Ke$se $lamatan Lalu Lintas Jalan, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2000), 

hlm 23. 
8Indone$sia, UU Ke$polisian, UU No 2 Tahun, 2002, Te$ntang Ke$polisian Ne$gara Re$publik 

Indone$sia, LN No 169, Tahun 1999, TLN No 890, Pasal 14 Ayat 1. 
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Pe$milik ke$ndaraan yang me$nggunakan Plat nomor ke$ndaraan palsu 

juga bisa dipidanakan kare$na me$lakukan pe$malsuan dokume$n, hal ini se$suai 

de$ngan Pasal 263 KUHP, di se$butkan bahwa: 9 

Barang siapa me$mbuat surat palsu atau me$malsukan surat yang 

dapat me$nimbulkan se$suatu hak, pe$rikatan atau pe$mbe$basan 

hutang, atau yang dipe$runtukkan se$bagai bukti daripada se$suatu 

hal de$ngan maksud untuk me$makai atau me$nyuruh orang lain 

me$makai surat te$rse$but se$olah-olah isinya be$nar dan tidak 

dipalsu, diancam, jika pe$makaian te$rse$but dapat me$nimbulkan 

ke$rugian, kare$na pe$malsuan surat, de$ngan pidana pe$njara paling 

lama e$nam tahun. 

 

Plat Nomor yang dibuat atau dike$luarkan ole$h pe$laku usaha 

dinyatakan tidak sah atau tidak be$rlaku, se$bagaimana dimaksud dalam 

Pe$raturan Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia Nomor 7 tahun 2021 

te$ntang Re$gistrasi dan Ide$ntifikasi Ke$ndaraan Be$rmotor. Pe$raturan ini 

me$ncabut Pe$raturan Ke$pala Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia Nomor 

4 Tahun 2006 te$ntang Pe$nomoran Ke$ndaraan Be$rmotor; dan Pe$raturan 

Ke$pala Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia Nomor 5 Tahun 2012 

te$ntang Re$gistrasi dan Ide$ntifikasi Ke$ndaraan Be$rmotor, dalam Pasal 2 ayat 

1 dan 2 me$nye$butkan bahwa: 10 

(1) Se$tiap Ranmor wajib dire$gistrasikan. 

(2) Re$gistrasi se$bagaiman dimaksud pada ayat (1) me$liputi: 
a. Ranmor baru; 

b. Re$gistrasi pe$rubahan ide$ntitas Ranmor dan pe$milik; 

c. Re$gistrasi pe$rpanjangan Ranmor; dan/atau Re$gistrasi 

d. Pe$nge$sahan Ranmor. 
 

 

 

9Indone$sia, KUHP Indone$sia, UU No 1 Tahun, 1946, Te$ntang Pe$raturan Hukum Pidana, LN 

No 27, Tahun 1958, TLN No 1660, Pasal 263. 
10Indone$sia, Pe$raturan Polri, Pe$raturan Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia No 7 Tahun, 

2021, Te$ntang Re$gistrasi dan Ide$ntifikasi Ke$ndaraan Be$rmotor, LN No 476, Pasal 2 Ayat 1 dan 2 
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Me$nurut Kasi STNK Subdit Re$gide$nt Ditlantas Polda Me$tro Jaya 

Kompol Arif Fazlurahman, me$mbuat plat nomor pinggir jalan itu tidak 

re$smi kare$na mate$rial plat dan lain se$bagainya be$rbe$da de$ngan yang dibuat 

ole$h polisi dan hanya polri yang be$rwe$nang me$mbuat plat nomor ke$ndaraan 

bahkan pe$laku usaha atau pe$mbuat plat nomornya pun bisa dike$nakan 

pidana kare$na yang dipe$rbole$hkan me$mbuat plat nomor di pinggir jalan itu 

kondisinya me$ndadak dan pe$nting se$pe$rti hilang dan lain se$bagainya.11 

Pe$nggunaan plat nomor ke$ndaraan palsu te$lah me$njadi masalah dalam 

ke$hidupan sosial masyarakat, namun me$mbe$rikan dampak luar biasa 

te$rhadap ke$nyamanan dan ke$te$rtiban dipe$rkotaan te$rmasuk juga Kota 

Pale$mbang. Kota Pale$mbang adalah ibu Kota Provinsi Sumate$ra Se$latan, 

Pale$mbang me$rupakan Kota te$rbe$sar ke$dua di Sumate$ra se$te$lah Kota 

Me$dan .Se$bagai ibu Kota Sumate$ra Se$latan tidak me$njadikan rakyat di Kota 

Pale$mbang hidup de$ngan se$jahte$ra dan aman dari se$gala ke$jahatan, nama 

be$sar Kota Pale$mbang tidak me$njadikan se$dikitnya tingkat ke$jahatan te$rjadi 

di Kota ini, de$ngan tingkat ke$miskinan yang tinggi, tingkat pe$ndidikan yang 

re$ndah, dan tingkat pe$ngangguran yang ce$nde$rung tinggi me$njadikan Kota 

Pale$mbang se$ring te$rjadinya be$rbagai tindak pidana ke$jahatan dan 

pe$langgaran se$pe$rti Pe$nggunaan plat nomor ke$ndaraan palsu.12 

 

 

11 He$ribe$rtus Sulis, “Tukang Bikin Pe$lat Nomor Ke$ndaraan Pe $nggir Jalan Bisa Dipidana”, 

ini alasan polisi”, diakse$s https://lampung.tribunne$ws.com/2019/07/30/tukang-bikin-pe$lat-nomor- 

ke$ndaraan-pinggir-jalan-bisa-dipidana-ini-alasan-polisi?page$=all pada 26 Nove$mbe$r 2022 pukul 

16.53 WIB. 
12Isra Triansyah, “Polisi Razia Plat Nomor Modifikasi Di Kota Pale$mbang”, diakse$s 

https://photo.sindone$ws.com/galle$ry/1798/polisi-razia-plat-nomor-modifikasi pada 28 Agustus 

2022 pukul 13.19 WIB. 
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Kasus pe$nggunaan plat nomor ke$ndaraan palsu di Kota Pale$mbang 

bukan hanya dilakukan ole$h masyarakat biasa saja te$tapi juga dilakukan 

ole$h oknum pe$jabat pe$me$rintahan se$pe$rti pada kasus anggota DPRD 

Pale$mbang M Syukri Ze$n yang dije$rat kasus pe$malsuan data ote$ntik plat 

nomor ke$ndaraan. Motif me$nggunakan plat nomor palsu yaitu se$bagai gaya- 

gayaan se$bagai pe$jabat. Pe$laku dapat dije$rat pe$rkara pe$malsuan data ote$ntik 

se$suai Pasal 263 KUHP te$ntang pe$malsuan de$ngan ancaman e$nam tahun 

pe$njara dan UU Nomor 22 tahun 2009 te$ntang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Plat Nomor atau TNKB. Satlantas Polre$stabe$s Pale$mbang hanya bisa 

me$lakukan pe$nilangan ke$pada Pe$laku kare$na me$langgar Pasal 68 ayat (3) 

dan (4) UU nomor 22 Tahun 2009 te$ntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Plat Nomor atau Tanda Nomor Ke$ndaraan Be$rmotor (TNKB) me$muat kode$ 

wilayah, nomor re$gistrasi dan masa be$rlaku.13 

Dari uraian latar be$lakang pe$rmasalahan diatas maka pe$nulis te$rtarik 

untuk me$ngadakan pe$ne$litian de$ngan judul “PENEGAKAN HUKUM 

PIDANA PADA PRAKTIK PEMBUATAN PLAT NOMOR 

KENDARAAN ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH 

PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA 

PALEMBANG” 

 

 

 

 

 

 

13CNN Indone$sia, “Anggota DPRD Pale$mbang Pe$nganiaya Wanita Te$rancam Pidana Pe$lat 

Nomor”, diakse$s https://www.cnnindone$sia.com/ pada 28 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB. 

http://www.cnnindonesia.com/
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B. Rumusan Masalah 

 

Be$rdasarkan latar be$lakang pe$rmasalahan diatas, maka dapat 

dirumuskan pe$rmasalahan se$bagai be$rikut: 

1. Bagaimana pe$ne$gakan hukum pidana pada praktik pe$mbuatan plat 

nomor ke$ndaraan ile$gal yang dilakukan ole$h pe$nge$ndara ke$ndaraan 

be$rmotor di kota Pale$mbang? 

2. Bagaimana me$kanisme$ pe$ngungkapan tindak pidana pada praktik 

pe$mbuatan plat nomor ke$ndaraan ile$gal yang dilakukan ole$h 

pe$nge$ndara ke$ndaraan be$rmotor di kota Pale$mbang? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Suatu pe$ne$litian haruslah me$miliki tujuan yang je$las. Tujuan pe$ne$litian 

adalah untuk me$me$cahkan suatu pe$rmasalahan dan me$ne$mukan solusi dari 

masalah te$rse$but se$hingga dapat me$ndatangkan manfaat. Be$rdasarkan 

rumusan masalah di atas, tujuan dari pe$ne$litian ini adalah: 

1. Untuk me$nge$tahui dan me$nganalisis pe$ne$gakan hukum pidana pada 

praktik pe$mbuatan plat nomor ke$ndaraan ile $gal yang dilakukan ole$h 

pe$nge$ndara ke$ndaraan be$rmotor di kota Pale$mbang. 

2. Untuk me$nge$tahui dan me$nganalisis bagaimana me$kanisme $ 

pe$ngungkapan tindak pidana pada praktik pe$mbuatan plat nomor 

ke$ndaraan ile$gal yang dilakukan ole$h pe$nge$ndara ke$ndaraan be$rmotor 

di kota Pale$mbang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pe$ne$litian ini antara lain: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Diharapkan dapat me$mbe$rikan informasi bagi pe$nge$mbangan Ilmu 

Hukum pada umumnya khususnya yang be$rkaitan de$ngan 

pe$ne$gakan hukum pidana pada praktik pe$mbuatan plat nomor 

ke$ndaraan ile$gal yang dilakukan ole$h pe$nge$ndara ke$ndaraan 

be$rmotor di kota Pale$mbang. 

b. Diharapkan dapat be$rmanfaat dalam me$mbe$rikan wawasan ke$pada 

pe$nulis se$rta pada umumnya bagi mahasiswa hukum me$nge$nai 

bagaimana me$kanisme $ pe$ngungkapan tindak pidana praktik 

pe$mbuatan plat nomor ke$ndaraan ile$gal yang dilakukan ole$h 

pe$nge$ndara ke$ndaraan be$rmotor di kota Pale$mbang. 

c. Diharapkan dapat me$njadi suatu re$fe$re$nsi bagi yang be$rminat untuk 

me$ne$liti le$bih lanjut me$nge$nai masalah yang dibahas dalam 

pe$ne$litian ini. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Diharapkan de$ngan adanya pe$ne$litian ini hasilnya akan dapat 

dimanfaatkaan bagi para pihak atau masyarakat se$cara umum 

se$bagai pe$doman te$ntang adanya pe$ne$gakan hukum pidana pada 

praktik pe$mbuatan plat nomor ke$ndaraan ile$gal yang dilakukan ole $h 

pe$nge$ndara ke$ndaraan be$rmotor di kota Pale$mbang 
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b. De$ngan dibuatnya pe$ne$litian ini diharapkan me$njadi pe$ngingat bagi 

pihak ke$polisian, pe$nuntut umum, pe$mbimbing ke$masyarakatan, 

se$rta pihak- pihak lain yang te$rlibat dalam prose$s pe$radilan pidana 

te$lah diamanatkan dalam Undang-Undang te$rkait. 

E. Ruang Lingkup 

 

Pe$ne$litian hukum yang dilakukan ole$h pe$nulis ini me$rupakan suatu 

pe$ne$litian yang dalam cakupan bidang hukum pidana de$ngan me$mfokuskan 

pada pe$mbahasan yang te$rkait pada pe$ne$gakan hukum pidana dalam 

pe$ne$gakan hukum pidana pada praktik pe$mbuatan plat nomor ke$ndaraan 

ile$gal yang dilakukan ole$h pe$nge$ndara ke$ndaraan be$rmotor di kota 

Pale$mbang. 

F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Penegakan Hukum 

 

Te$ori te$ntang pe$ne$gakan hukum me$nurut Purnadi Purbacaraka, 

pe$ne$gakan hukum diartikan se$bagai ke$giatan me$nye$rasikan nilai-nilai 

yang te$rjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan me$nilai 

dari sikap tindak se$bagai rangkaian pe$njabaran nilai tahap akhir, untuk 

me$nciptakan, me$me$lihara dan me$mpe$rtahankan ke$damaian pe$rgaulan 

hidup. Lawre$nce$ M. Frie$dman me$nge$mukakan bahwa e$fe$ktif dan 

be$rhasil tidaknya pe$ne$gakan hukum te$rgantung tiga unsur siste$m 

hukum, yaitu14: 

1. Struktur hukum (struktur of law); 
 

 

 

14 Frie$dman, Lawre$nce$ M. Siste$m Hukum Pe$rspe $ktif Ilmu Sosial, te$rj. M. Khozim Jakarta: Nusa 

Me$dia, 2009 
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Struktur hukum tidak hanya le$mbaga te$tapi juga me$nyangkut 

ke$le$mbagaan (institusi) yang didalamnya me$nyangkut: organisasi, 

ke$tatalaksanaan dan sumbe$r daya manusia aparatur. Le$mbaga me$rupakan 

suatu badan yang me$njalankan suatu substiste$m dari siste$m (yang 

be$rwe$nang me$ne$rapkan hukum). Organisasi adalah ke$satuan yang te$rdiri 

atas bagian-bagian (orang dan se$bagainya) dalam pe$rkumpulan dan 

se$bagainya untuk tujuan te$rte$ntu, ke$tatalaksanaan adalah cara me$ngurus 

.Sumbe$r daya manusia aparatur adalah orang yang te$rlibat dalam 

me$njalankan siste$m. 

2. Substansi hukum (substance$ of the$ law); 

Subtansi hukum me$nyangkut aturan dan norma be$rlaku yang 

me$miliki ke$kuatan yang me$ngikat dan me$njadi pe$doman bagi aparat 

pe$ne$gak hukum. Subtansi se$bagai suatu acuan pe$laksanaan agar te$rukur 

dan te$rarah dalam me$ncapai tujuan. Subtansi me$mbe$rikan suatu 

ke$pastian hukum dalam be$rtindak. 

3. Budaya hukum (le$gal culture$); 

 

Budaya hukum me$nyangkut sikap masyarakat te$rhadap hukum dan 

siste$m hukum. Sikap masyarakat te$rhadap hukum me$ncakup 

ke$pe$rcayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan .15 Untuk le$bih me$mahami 

budaya hukum, be$rikut adalah pe$rnyataan te$ntang budaya hukum, 

bahwa umat Katolik ce$nde$rung me$nghindari pe$rce$raian (kare$na agama), 

bahwa orang-orang yang tinggal di dae$rah kumuh tidak pe$rcaya pada 

polisi, bahwa orang-orang ke$las me$ne$ngah le$bih se$ring me$ngajukan 

ke$luhan ke$pada pe$me$rintah daripada orang-orang yang se$jahte$ra, atau 

 

15 Ibid.,hlm 16 
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bahwa mahkamah agung me$nikmati martabat tinggi. 

Budaya hukum de$ngan kata lain, adalah iklim pe$mikiran sosial dan 

ke$kuatan sosial yang me$ne$ntukan bagaimana hukum digunakan, 

dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, siste$m hukumnya 

le$mbam se$pe$rti ikan mati te$rge$le$tak di ke$ranjang, bukan ikan hidup yang 

be$re$nang di laut. 

Be$rbe$da de$ngan Soe$jono Soe$kanto bahwa pe$ne$gakkan hukum 

me$rupakan prose$s yang pada hakikatnya be$rupa pe$ne$rapan diskre $si 

yang me$nyangkut pe$mbuatan ke$putusan yang tridak diatur ole$h kaidah- 

kaidah hukum, te$tapi me$mpunyai unsur pe$ne$litian pribadi. Pe$ne$gakkan 

hukum yang dilakukan ole$h aparatur pe$ne$gak hukum me$nggunakan 

tindakan pre$ve$ntif dan re$pre$sif. Pe$ne$gakkan hukum pre$ve$ntif 

me$rupakan tindakan pe$nce$gahan suatu tindak pidana ole$h pe$ne$gak 

hukum, se$me$ntara tindakan re$pre$sif me$rupakan suatu tindakan ole $h 

pe$ne$gak hukum se$te$lah te$rjadinya suatu tindak pidana yang be$rtujuan 

untuk me$mulihkan ke$mbali ke$adaan se$be$lum te$rjadinya tindak pidana. 

Me$nurut Soe$jono Soe$kanto faktor-faktor yang me$mpe$ngaruhi 

pe$ne$gakkan hukum yaitu16: 

1) Faktor hukum itu se$ndiri be$rupa Undang-Undang 

 

Yaitu pe$raturan pe$rundangan-undangan. Ke$mungkinannya 

adalah bahwa te$rjadi ke$tidak cocokan dalam Pe$raturan Pe$rundang- 

undangan me$nge$nai bidang ke$hidupan te$rte$ntu. 

 

 

 

 

16 Soe$rjono Soe$kanto, faktor-faktor yang Me$mpe $ngaruhi Pe$ne$ge $akan Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Pe$rsada, 2011), hlm 218 
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2) Faktor pe$ne$gak hukum 

Pihak-pihak yang me$mbe$ntuk dan me$ne$rapkan hukum. 

Me$ntalitas pe$tugas yang me$ne$gakan hukum antara lain yang 

me$ncakup hakim, polisi, pe$mbe$la dan pe$tugas. Jika hukumnya baik 

tapi me$ntal orang yang be$rtanggun gjawab untuk me$ne$gakkan 

3) Faktor masyarakat 

 

Lingkungan dimana hukum te$rse$but be$rlaku dan dite$rapkan 

Faktor masyarakat disini adalah bagaimana ke$sadaran masyarakat 

akan hukum yang ada. 

4) Faktor sarana dan fasilitas 

Me$ndukung pe$ne$gakkan hukum jika hanya hukum dan 

me$ntalitas pe$ne$gak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana 

atau fasilitas te$rte$ntu, maka tidak mungkin pe$ne$gakan hukum akan 

be$rjalan de$ngan lancar. 

5) Faktor ke$budayaan 

Ke$budayaan (syste$m) hukum pada dasarnya me$ncakup nilainilai yang 

me$ndasari hukum yang be$rlaku, nilai-nilai yang me$rupakan konse$psi 

abstrak me$nge$nai apa yang dianggap baik (se$hingga dianut) dan apa 

yang dianggap buruk (se$hingga nilai yang me$nce$rinkan dua ke$adaan 

e$kstrin yang harus dise$rasikan dihindari). Nilai-nilai te$rse$but, 

lazimnya me$rupakan pasangan nilai- nilai yang me$nce$rinkan dua 

ke$adaan e$kstrin yang harus dise$rasikan. 17 

 

 

 

 

17 Ibid.,hlm 218. 
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2. Teori Efektivitas 

 

Te$ori E $fe$ktivitas Hukum se$bagai kaidah me$rupakan patokan 

me$nge$nai sikap tindak atau pe$rilaku yang pantas. Me$tode$ be$rpikir yang 

dipe$rgunakan adalah me$tode$ de$duktif-rasional, se$hingga me$nimbulkan 

jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang me$mandang hukum 

se$bagai sikap tindak atau pe$rilaku yang te$ratur (aje$g). Me$tode$ be$rpikir 

yang digunakan adalah induktif-e$mpiris, se$hingga hukum itu dilihatnya 

se$bagai tindak yang diulang-ulang dalam be$ntuk yang sama, yang 

me$mpunyai tujuan te$rte$ntu.17 Dapat diartikan E$fe$ktivitas adalah 

ke$mampuan me$laksanakan tugas, fungsi (ope$rasi ke$giatan program atau 

misi) daripada suatu organisasi atau se$je$nisnya yang tidak adanya 

te$kanan atau ke$te$gangan diantara pe$laksanaannya. Jadi e$fe$ktivitas 

hukum me$nurut pe$nge$rtian di atas me$ngartikan bahwa indikator 

e$fe$ktivitas dalam arti te$rcapainya sasaran atau tujuan yang te$lah 

dite$ntukan se$be$lumnya me$rupakan se$buah pe$ngukuran dimana suatu 

targe$t te$lah te$rcapai se$suai de$ngan apa yang te$lah dire$ncanakan.18 

Dipe$rlukan kondisi-kondisi te$rte$ntu yang harus dipe$nuhi agar 

hukum me$mpunyai pe$ngaruh te$rhadap sikap tindak atau pe$rilaku 

manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa 

hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum le$bih banyak 

te$rtuju pada sikap, ole$h kare$na sikap me$rupakan suatu ke$siapan me$ntal 

 

 

 

 

17 Ibid., hlm.40. 
18 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Be$lajar, 2009), hlm 13. 
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se$hingga se$se$orang me$mpunyai ke$ce$nde$rungan untuk me$mbe$rikan 

pandangan yang baik atau buruk, yang ke$mudian te$rwujud di dalam 

pe$rilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa me$njangkau 

masalah-masalah yang se$cara langsung dihadapi ole$h sasaran 

komunikasi hukum maka akan dijumpai ke$sulitan-ke$sulitan. Hasilnya 

yaitu hukum tidak punya pe$ngaruh sama se$kali atau bahkan me$mpunyai 

pe$ngaruh yang ne$gatif. Hal itu dise$babkan ole$h kare$na ke$butuhan 

me$re$ka tidak dapat dipe$nuhi dan dipahami, se$hingga me$ngakibatkan 

te$rjadinya frustasi, te$kanan, atau bahkan konflik. 

G. Metode Penelitian 

 

Me$tode$ pe$ne$litian me$rupakan sarana pokok dalam pe$nge$mbangan 

ilmu pe$nge$tahuan dan te$knologi se$rta se$ni. Ole$h kare$na itu pe$ne$litian 

be$rtujuan untuk me$ngungkapkan ke$be$naran se$cara siste$matis, me$tode$logis, 

dan konsiste$n. Pe$ne$litian hukum me$rupakan ke$giatan ilmiah yang 

didasarkan pada me$tode$, siste$matika, dan pe$mikiran te$rte$ntu, yang 

be$rtujuan untuk me$mpe$lajari suatu atau be$be$rapa ge$jala hukum te$rte$ntu 

de$ngan jalan me$nganalisisnya.19 

1. Jenis Penelitian 

 

Dalam pe$nulisan skripsi ini tipe$ pe$ne$litian yang akan digunakan 

ole$h pe$ne$liti adalah pe$ne$litian Hukum E $mpiris, yang mana suatu 

pe$ne$litian yang akan be$rtolak pada suatu data prime$r atau lapangan yang 

didukung 

 

 

19 Zainuddin Alim, Me$tode$ Pe$ne$litian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 17. 
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ole$h pe$ne$litian normatif se$bagai data awal yang ke$mudian dilanjutkan 

de$ngan data prime$r.20 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pe$nde$katan yang digunakan antara lain : 

 

a. Pe$nde$katan Kasus (case$ approach) 

 

Pe$nde$katan kasus dilakukan de$ngan cara me$lakukan te$laah 

te$rhadap kasus-kasus yang be$rkaitan de$ngan isu yang dihadapi yang 

te$lah me$njadi putusan pe$ngadilan yang te$lah me$mpunyai ke$kuatan 

hukum te$tap. Kajian pokok dalam pe$nde$katan kasus ini yakni ratio 

de$cide$ndi atau re$asoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. 

Ratio de$cide$ndi atau re$asoning te$rse$but dipe$rlukan baik untuk praktik 

maupun kajian akade$mis.21 

b. Pe$nde$katan Sosiologis 

 

Pe$nde$katan sosiologis adalah pe$nde$katan yang be$rtujuan 

me$mpe$role$h pe$nge$tahuan hukum se$cara e$mpiris de$ngan jalan te$rjun 

langsung ke$ obje$knya. Di dalam pe$nde$katan ini juga dibahas te$ntang 

prose$s-prose$s sosial, me$ngingat bahwa pe$nge$tahuan pe$rihal struktur 

masyarakat saja be$lum cukup untuk me$mpe$role$h gambaran yang nyata 

me$nge$nai ke$hidupan be$rsama dari manusia.22 

20 M. Rijal Fadli,” Me$mahami De$sain Me$tode$ Pe$ne$litian Kualitatif”, Jurnal Kajian Ilmiah 

Mata Kuliah Umum, Vol 21. No 1, 2021, hlm. 33-54 

https://journal.uny.ac.id/inde$x.php/humanika/article$/vie$w/38075 diakse$s Pada 2 Oktobe$r 2022, 

Pukul 19.12 WIB. 
21Pe$te$r Mahmud Marzuki, Pe$ne$litian Hukum E$disi Re$visi, (Bandung : PT Kharisma Putra 

utama,2015), hlm. 134. 
22 Soe$jono Soe$kanto, Sosiologi Suatu Pe$ngantar , ce$t. 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 

18 dan 53. 
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c. Pe$nde$katan Pe$rundang-undangan (statute$ approach) Suatu 

pe$ne$litian normatif harus me$nggunakan pe$nde$katan pe$rundang- 

undangan kare$na yang dite$liti adalah be$rbagai aturan hukum yang 

me$njadi fokus pe$ne$litian. pe$nde$katan undang-undang ini akan 

me$mbuka ke$se$mpatan untuk me$mpe$lajari adakah konsiste$nsi dan 

ke$se$suaian antara suatu Undang-Undang de$ngan undang-undang 

lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang- Undang Dasar 

atau re$gulasi dan Undang-Undang.23 

3. Jenis Dan Sumber Data 

 

Data prime$r adalah se$buah data yang dipe$role$h dari se$buah hasil 

pe$ne$ilitan, yang be$rupa data yang dipe$role$h se$cara langsung dari subje $k 

yang dite$liti.24 Data ini dipe$role$h de$ngan cara wawancara te$rstruktur, 

yaitu tanya jawab yang te$rarah untuk me$ngumpulkam data-data yang 

re$le$van. Wawancara dilakukan de$ngan cara me$mpe$rsiapkan daftar 

pe$rtanyaan te$rle$bih dahulu yang dipakai se$bagai pe$doman, te$tapi 

dimungkinkan adanya variasi-variasi pe$rtanyaan yang dise$suaikan 

de$ngan situasi pada saat wawancara dilakukan. Sumbe$r data pe$ne$litian 

ini adalah pihak dari Polisi Re$sor Kota Be$sar Pale$mbang pada Satuan 

Lalu Lintas (Satlantas) Polre$stabe$s Pale$mbang. Sumbe$r 

 

 

 

 

 

 

23Suhaimi,”Proble$m Hukum Dan Pe$nde$katan Dalam Pe$ne$litian Hukum Normatif “ . Jurnal 

Hukum Unmad, Vol 19 No 2, De$se$mbe$r 2018, hlm 207 

https://core$.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf diakse$s pada 3 Oktobe$r 2022, pukul 11.00 WIB. 
24Husain Umar, Me$tode$ Pe $ne$litian Untuk Skripsi San Te$sis Bisnis, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Pe$rsada,2001), 42. 



19 

 

 

 

 

data utama dicatat me$lalui catatan te$rtulis, me$lalui pe$ngamatan se$cara 

langsung se$rta me$rupakan hasil usaha gabungan dari ke$giatan me$lihat, 

me$nde$ngar dan be$rtanya. 

1) Bahan Hukum Prime$r 

 

Bahan hukum prime$r te$rdiri atas pe$raturan pe$rundang- 

undangan, yurisprude$nsi atau putusan pe$ngadilan. Bahan hukum 

ini be$rsifat otoritatif yang artinya me$mpunyai otoritas Bahan 

hukum prime $r yang digunakan dalam pe$ne$litian ini antara lain:25 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Te$ntang Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 te$ntang Ke$polisian 

Ne$gara Re$publik Indone$sia. 

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Te$ntang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

d. Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 80 Tahun 2012 te$ntang Tata 

Cara Pe$me$riksaan Ke$ndaraan Be$rmotor Di Jalan Dan 

Pe$nindakan Pe$langgaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

e. Pe$raturan Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia Nomor 7 

tahun 2021 te$ntang Re$gistrasi dan Ide$ntifikasi Ke$ndaraan 

Be$rmotor. 

 

 

 

 

 

 

25Amirudin, dan Zainal Asikin, Pe$ngantar Me$tode$ Pe $ne$litian Hukum, Ce$takan 10, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Pe$rsada, 2018), hlm 67. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam hal ini pe$ne$liti akan me$ngumpulkan data de$ngan me$tode$ : 

 

a. Studi Lapangan 

 

Yang mana dilakukan te$rhadap re$sponde$n pe$ne$litian de$ngan cara 

wawancara me$lalui daftar pe$rtanyaan yang te$lah disiapkan 

se$be$lumnya. 

b. Studi Ke$pustakaan 

 

Untuk me$nunjang data yang te$lah dipe$role$h dari lapangan me$lalui 

bahan-bahan hukum yang be$rhubungan de$ngan skripsi ini. 

5. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini untuk me$ndapatkan data, pe$nulis me$milih lokasi 

pe$ne$litian pada : 1. Jalan Gub H Bastari, 8 Ulu, Ke$camatan Jakabaring, 

Kota Pale$mbang, Sumate$ra Se$latan 30111 yaitu pada Polre$stabe$s 

Pale$mbang. 

6. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah suatu ke$se$luruhan atau yang bisa dikatakan 

suatu unit e$le$me$te$r yang parame$te$rnya diduga me$lalui statistika 

hasil analisis yang dilakukan te$rhadap atau pada sampe$l pe$ne$litian. 
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Yang mana bisa dikatakan juga suatu wilayah yang mana dapat 

te$rdiri dari obje$k atau subje $k yang me$mpunyai kuantitas dan 

karakte$ristik te$rse$ndiri yang dapat dimanfaatkan ole$h pe$ne$liti 

untuk dipe$lajari yang ke$mudian dapat ditarik suatu ke$simpulannya. 

Populasi pe$ne$litian dari skripsi ini adalah pihak dari Polisi Re$sor 

Kota Be$sar Pale$mbang pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) 

Polre$stabe$s Pale$mbang. 

2. Sampe$l 

 

Sampe$l adalah suatu bagian dari populasi yang mana dapat 

dianggap me$wakili suatu populasi yang me$njadi obje$k pe$ne$litian 

Sampe$l dite$ntukan se$cara purposive$ sampling yaitu didasarkan 

pada pe$timbangan atas ke$mampuan informan atau re$ponde$n dalam 

me$nge$tahui atau me$nguasai pe$rmasalahan yang akan dibahas. 

Yang mana akan didapatkan apa yang yang me$njadi tujuan dari 

pe$nulis dalam me$njawab pe$rmasalahan skripsi pe$nulis dapat 

te$rcapai. Maka untuk itu sampe$l pada skripsi ini adalah pe$laku 

pe$mbuatan plat nomor ke$ndaraan ile$gal di kota Pale$mbang dan 

yang akan dijadikan re$spode$n ole$h pe$nulis adalah Polisi Satuan Lalu 

Lintas (Polantas) Polre$stabe$s Pale$mbang. 
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Pe$narikan sampe$l dalam pe$nulisan pe$ne$litian pe$nulis disini 

adalah de$ngan me$nggunakan te$knik pe$narikan purposive$ sampling 

yang mana dipe$role$h me$lalui suatu informasi dan suatu pe$ndapat 

yang didapatkan dari narasumbe$r yang se$bagaimana dite$ntukan 

ole$h pe$ne$liti be$rdasarkan krite$ria khusus te$rutama orang-orang 

yang dianggap ahli dalam bidangnya.26 

7. Teknik Analisis Data 

 

Te$knik analisis data de$ngan me$lakukan pe$nde$katan de$skriptif 

analitis, yaitu suatu me$tode$ yang be$rfungsi untuk me$nde$skripsikan atau 

me$mbe$ri gambaran te$rhadap obje$k yang dite$liti me$lalui data atau 

sampe$l yang te$lah te$rkumpul se$bagaimana adanya tanpa me$lakukan 

analisis dan me$mbuat ke$simpulan yang be$rlaku untuk umum. De$ngan 

kata lain pe$ne$litian de$skriptif analitis me$ngambil masalah atau 

me$musatkan pe$rhatian ke$pada masalah-masalah se$bagaimana adanya 

saat pe$ne$litian dilaksanakan, hasil pe$ne$litian yang ke$mudian diolah dan 

dianalisis untuk diambil ke$simpulannya.27 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Didalam pe$nulisan skripsi ini pe$nulis akan me$nggunakan te$knik 

pe$narikan ke$simpulan se$cara induktif. Pe$narikan ke$simpulan se$cara 

induktif adalah suatu cara pe$narikan ke$simpulan pada suatu prose$s 

be$rpikir de$ngan me$nyimpulkan se$suatu yang be$rsifat umum dari 

be$rbagai kasus yang be$rsifat individual.. 

 

26 Zainudin Ali, Me$tode$ Pe$ne$litian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 98. 
27 Sugiyono, Me$tode$ Pe$ne $litian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabe$ta, 

2009), hlm 29. 
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Dapat disimpulkan bahwa pe$nalaran induktif me$rupakan prose$s 

pe$narikan ke$simpulan dari kasus- kasus khusus me$njadi ke$simpulan yang 

be$rsifat umum.28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

28 Ary Kristiyani, “Mode$l Pe$nalaran Pe$nulisan Artike$l Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pbsi 

Fbs Uny”, Jurnal Diksi, Vol. 22 No. 2, Se$pte$mbe$r 2014, hlm 201 diakse$s di https://journal.uny.ac.id/ 
pada 8 De$se$mbe$r 2022 pukul 21.00 
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